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ABSTRAK 

 

Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu 

individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang 

semuanya telah diatur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Surat Edaran nomor: SE/6/X/2015 seperti 

yang terjadi di Kota Padang Pariaman dimana seorang dokter yang telah 

melakukan ujaran kebencian melalui media sosial. Rumusan masalah. (1) 

Bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik Polres Padang Pariaman terhadap 

pelaku tindak pidana ujaran kebencian (hate speech)? (2) Apa kendala-kendala 

penyidik Polres Padang Pariaman dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana ujaran kebencian (hate speech)? penelitian menggunakan pendekatan 

yuridis sosiologis, . sumber adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data analisis secara 

kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) penegakan hukum oleh penyidik Polres 

Padang Pariaman terhadap pelaku ujaran kebencian (hate speech) dengan 2 upaya 

yaitu preventif menambah penyidik yang mempunyai kemampuan ilmu cyber 

crime, kerjasama dan koordinasi dengan Polda Sumbar dan Mabes Polri, dan 

sosialisasi. Upaya represif adalah penangkapan, penindakan, dan penahanan. (2) 

Kendala- kendala yang dihadapi penyidik Polres Padang Pariaman yaitu  

perangkat belum memadai, terbatasnya kemampuan penyidik, sulit membuktikan 

kejahatan, kurang lengkapnya laboratorium cyber forensic. 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyidik , Tindak Pidana, Ujaran  

                             Kebencian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dengan berkembangnya zaman dan teknologi pada saat dewasa ini, 

semakin berkembang juga segala bentuk tindak kejahatan, baik dari modus 

operandi yang digunakan maupun media yang digunakan untuk melakukan 

tindak kejahatan. Teknologi yang saat ini semakin berkembang adalah media 

sosial dengan menggunakan media gadget. Media sosial merupakan salah 

satu media yang dapat menghubungkan antara 1 orang dengan orang lain 

tanpa adanya batasan ruang dan waktu dan inilah yang di mamfaat oleh 

orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan 

dengan menyebarkan berita yang berbau kebohongan, kebencian dan fitnah 

dengan mnggunakan handphone sebagai media yang sangat mudah 

digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Bentuk kejahatan paling 

meningkat melalui media sosial  saat ini adalah tindak kejahatan yang 

berbau ujaran kebencian. 

Ujaran kebencian (hate speech) merupakan suatu perbuatan pidana 

yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik,tindakan 

komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk 

provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang 

lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, 

orientasi seksual, kewarnegaraan, agama dan lain-lain. Sebagaimana diatur 

dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Tansaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-
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undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik(selanjutnya disebut UU ITE), yang menyebutkan  “Setiap orang 

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen 

elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama 

baik”. Selanjutnya menurut Pasal 28 ayat (2) “Setiap orang dengan sengaja 

dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan 

rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. 

Merujuk pada maraknya kasus-kasus ITE terkait ujaran kebencian 

(hate speech), Kapolri pun sudah menerbitkan Surat Edaran nomor: 

SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech), dimana 

Surat Edaran nomor: SE/6/X/2015 menjadi rujukan bagi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia bahwa persoalan mengenai ujaran kebencian (hate 

speech) semakin mendapatkan perhatian masyarakat nasional maupun 

internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap pelindungan 

atas Hak Asasi Manusia (HAM) karena menyangkut penyalahgunaan 

informasi melalui dunia maya untuk menyebarluaskan hal-hal yang berbau 

SARA serta bentuk ungkapan-ungkapan kebencian lainnya. Dalam 

implementasinya, Surat Edaran Kepolisian Nomor: SE/6/X/2015 harus 

dilaksanakan berlandaskan kepada Pertama, setiap anggota Polri harus 

benar-benar memiliki pemahaman dan persepsi yang sama bahwa Surat 

Edaran kapolri hanya sebatas petunjuk teknis atau pedoman bagi 
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penanganan dan pengusutan perkara terkait ujaran kebencian (hate speech). 

Adapun acuan yang digunakan untuk mengurai unsur-unsur dari tindak 

pidananya haruslah tetap berpedoman kepada undang-undang. Kedua, 

Tindakan represif (penegakan hukum) dapat dilakukan sebagai tindakan 

terakhir, dengan tetap berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan, serta dilakukan secara berhati-hati agar tidak salah sasaran serta 

memperhatikan konteksnya. Hal ini dilakukan untuk membungkam rakyat 

yang kritis terhadap pemerintah atau membatasi kebebasan rakyat untuk 

berpendapat. 

Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf (g) polisi 

sebagai salah satu penegak hukum di negeri ini harus mampu melakukan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan 

Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Baru-baru ini telah terjadi tindak pidana ujaran kebencian (hate 

speech) ini dilakukan oleh seorang Dokter bernama Siti Sundari Daranila 

yang ditangkap karena menuliskan di salah satu media sosial Facebook yang 

menyebut bahwa penghinaan terhadap Panglima TNI dan Presiden Jokowi 

yang terjadi pada 15 Desember 2017 lalu.dan atas tindakan pelaku 

kepolisian menyimpulkan Siti Sundari Daranila diduga melanggar Pasal 45 

A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

juncto Pasal 4 huruf (b) angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 

tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Siti Sundari Daranila 

ditangkap di rumahnya pasar gelombang nomor 82 Nagari Kayu Tanam, 
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Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Jumat 15 Desember 

2017, pukul 11.00 WIB.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum oleh Penyidik Polres Padang 

Pariaman terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate 

Speech) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka yang 

menjadi permasalahan penelitian dalam proposal ini adalah : 

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Penyidik Polres Padang 

Pariaman terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebenciang (hate 

speech)? 

2. Apakah kendala-kendala Penyidik Polres Padang Pariaman dalam 

menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian 

(hate speech)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh Penyidik Polres 

Padang Pariaman terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (hate 

speech). 
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2. Untuk mengetahui kendala-kendala di hadapi Penyidik Polres Padang 

Pariaman dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana  

ujaran kebencian (hate speech). 

 

D. Metode Penelitian 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-

masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
1
 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis 

sosiologis adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum 

(law enforcement).
2
 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
3
 Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini 

meliputi hasil wawancara berhubungan dengan ujaran kebencian 

(hate speech) kepada 2(dua) anggota penyidik di Kepolisian Resor 

Kabupaten Padang Pariaman yang pernah menangani tindak pidana 

                                                           
1
Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 38 
2
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134 
3
Ibid, hlm.30 
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ujaran kebencian(hate speech) secara onlineyaitu Bapak Aiptu 

Yutedi dan Iptu Haryanto,selaku Anggota Satreskrim Polres Padang 

Pariaman 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan 

sebagainya.
4
 Data sekunder diperoleh melalui kantor Kepolisian 

Resor Kabupaten Padang Pariaman mengenai data tentang ujaran 

kebencian (hate speech). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka 

(face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yangdirancang untuk memperoleh jawaban-

jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang 

responden.
5
Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak 

berstruktur, yang dilakukan dengan jenis wawancara berfokus, yaitu 

wawancara yang terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai 

struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan 

tertentu.
6
 

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka 

                                                           
4
 Zainudin Ali, 2000, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 219 

5
Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hlm. 82 

6
Ibid, hlm. 85 
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memperoleh informasi terkait objek penelitian.
7
 Studi dokumen 

dilakukan dengan cara mempelajari bahan dan literatur yang terdiri 

dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku mengenai 

penyidikan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. 

Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, 

jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau 

berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu 

klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 APB Indonesia, 2017,Pengertian Studi Dokumentasi,http://www.apb-group.com/studi-

dokumentasi/ , diakses pada 3 Oktober 2017, pukul 07.39. 
8
Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hlm. 167 

http://www.apb-group.com/studi-dokumentasi/
http://www.apb-group.com/studi-dokumentasi/

